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BUPATI SIMALUNGUN

PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN

NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR
PENGHITUNGAN BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF,

Menimbang

Mengingat

1.

TUNJANGAN RESES DAN DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun
Tahun  Anggaran 2023 Nomor S5.A /LHP
/XVIIL.MDN /05/2024, Nomor 65.B/LHP /XVIII. MDN/ 05/
2024 tanggal 27 Mei 2024;

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional,
Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan
Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta Dana
Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah Sebagai Dasar Penghitungan Besaran Tunjangan
Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Tahun Anggaran 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6864);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6946);
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor S5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 754);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara




Menetapkan

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri
D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terak
hir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun No
mor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peratur
an Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 t
entang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daera
h Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Nomor 4);

27.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025
(Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024
Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN BESARAN
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF, TUNJANGAN RESES DAN
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Simalungun.
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4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Simalungun.

6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
Kabupaten Simalungun.

7. Anggota DPRD adalah anggota DPRD Kabupaten Simalungun.

8. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah
untuk menentukan Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah
yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar
penghitungan besaran tunjangan Komunikasi Intensif,
Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.

9. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan
setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada pimpinan DPRD
dan anggota DPRD.

10. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap
melaksanakan reses kepada pimpinan DPRD dan anggota
DPRD.

11. Dana Operasional pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan
setiap bulan kepada pimpinan DPRD untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi,
pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan
tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan
daerah.

13. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah
profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja yang bekerja di Daerah.

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati.

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
Pasal 2
Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
a. tinggi;
b. sedang; dan

c. rendah.
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Pasal 3

(1) Penentuan  Kelompok Kemampuan Keuangan  Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung
berdasarkan besaran pendapatan umum daerah
dikurangi dengan belanja pegawai Aparatur Sipil Negara.

(2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana
alokasi umum.

(3) Belanja pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta
tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara.

(4) Belanja gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terdiri dari Gaji Pokok ASN, Tunjangan Keluarga, Tunjangan
Jabatan, Tunjangan Fungsional, Tunjangan Fungsional Umum,
Tunjangan Beras, Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus,
Pembulatan Gaji, Iuran BPJS Kesehatan, Iuran Jaminan
Kecelakaan Kerja/Kematian, Tunjangan Profesi Guru, Tambahan
Penghasilan Guru dan Tunjangan Khusus Guru.

Pasal 4

(1) Data yang  digunakan sebagai dasar penghitungan
Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun
anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan

(2) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah
Daerah.

Pasal 5
Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan sebagai berikut:

a. di atas Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar
rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah
tinggi;

b. Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai
dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh
miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan
Daerah sedang; dan

c. di bawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah)
dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.
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Pasal 6

(1) Realisasi pendapatan umum daerah Tahun Anggaran 2023
sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah Rp 170.619.769.576,12
Dana Bagi Hasil Rp 73.602.279.700,00
Dana Alokasi Umum Rp 1.203.827.008.542,00

Jumlah Rp 1.448.049.057.818,12

(2) Realisasi belanja pegawai Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Gaji Pokok ASN Rp 448.832.765.669,00
Tunjangan Keluarga Rp 40.950.309.710,35
Tunjangan Jabatan Rp 8.728.371.096,00
Tunjangan Fungsional Rp 34.035.813.303,39
Tunjangan Fungsional Umum Rp 3.738.958.166,00
Tunjangan Beras Rp 24.066.846.144,00
Tunjangan PPh/Tunjungan

Khusus Rp 780.288.570,00
Pembulatan Gaji Rp 5.957.798,00
Iuran BPJS Kesehatan Rp 29.776.714.982,00
Iuran Jaminan Kecelakaan

Kerja Rp 920.883.969,00
Jaminan Kematian Rp 2.762.639.049,00
Tunjangan Profesi Guru Rp 146.118.583.500,00

Belanja Tambahan Penghasilan
(Tamsil) Guru PNSD Rp 3.503.250.000,00

Tambahan Penghasilan Pegawai
ASN Rp 82.267.039.219,00

Jumlah Rp 826.488.421.175,74

(3) Pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja
pegawai Aparatur Sipil Negara adalah sebesar Rp.
621.560.636.642,38 (enam ratus dua puluh satu miliar lima
ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu enam
ratus empat puluh dua rupiah koma tiga puluh delapan sen).

(4) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun
Anggaran 2025 pada kelompok tinggi.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat Peraturan Bupati ini mulai berlaku
di Januari 2025.

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pamatang Raya
pada tanggal 30 Jafuari 202§
BUPATI SIMALUNGUN,

ttd
RADIAPOH HASIHOLAN SINAGA

Diundangkan di Pamatang Raya

pada tanggal 31 Jonuari 202§
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN,

ESRON SINAGA
BERITA DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN TAHUN 2025 NOMOR ©88
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